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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP 
EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ini dilatarbelakangi dengan terlihat makin 
banyak anak-anak yang “dipaksa” untuk bekeija yang bahkan pekeijaan tersebut tidak 
diatur dengan jelas dan tidak terlindungi, sehingga anak sangat mudah menjadi sasaran 
kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersil yang dapat merugikan 
kepentingan si anak. Anak-anak yang telah dilahirkan ke dunia, harus mendapat jaminan 
bahwa hak-hak mereka dilindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum. 
Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak diharapkan mampu untuk 
melindungi hak-hak anak tersebut, khususnya masalah eksploitasi terhadap anak. 
Eksploitasi adalah mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan kepentingan dan 
keuntungan pribadi, yang mana dapat menimbulkan suatu dampak kerugian terhadap anak, 
seperti; mengalami derita, atau kerugian mental, fisik atau sosial.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris guna 
mendapatkan data primer, dan sumber data yang berasal dari data primer dan data 
sekunder, dari hal tersebut timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum pidana 
terhadap anak korban eksploitasi berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam kegiatan 
perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi tersebut.

Pengamanan dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi 
adalah beberapa cara yang dilakukan aparat penegak hukum untuk melindungi anak yang 
menjadi korban eksploitasi. Melindungi anak tidak terlepas dari dukungan orang tua, 
masyarakat, dan negara. Karena bila salah satu pihak tidak peduli maka perlindungan anak 
tidak akan beijalan secara maksimal. Dalam hal perlindungan hukum pidana terdapat 
hambatan-hambatan yang teijadi, yang berasal dari anak (korban), orang tua, aparat hukum, 
masyarakat dan dari sarana maupun prasarana.
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BABI
PENDAHULUAN

■
mA. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak 

dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta 

mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk pada anak merupakan hak-hak yang 

melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh 

Jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi

=
=

negara.

2
hukum.

Anak yang telah dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan hak merdeka 

sebagai hak dasar. Hak dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus 

dilindungi dan diperluas. Melindungi hak-hak dapat teijamin, apabila hak-hak itu 

merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi 

hak-hak tersebut. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh

merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan

dan si ibu tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan kandungannya, maka ibu 

tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang 

melanggar hukum tersebut. Hal ini dikarenakan hak asasi anak tersebut merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik

1 H. R. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 1.
“ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Jakarta , 2008, hlm. 7.

1
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Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International on Civil and 

Political Rights (ICPR).3

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak sudah lama dibicarakan, baik 

di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak 

akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena 

dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu 

dibicarakan.4Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia 

berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui 

peran anak (role of the child) merupakan harapan masa depan.3

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan

Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut ,

berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, 

baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi.6 Konvensi Hak-hak Anak telah

melatarbelangi lahirnya Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3 H. R. Abdussalam, Op. Cit.
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Cetakan ke-2) PT. Alumni, 
Bandung, 2007, hlm. H 5.
3 Emiliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak,, CV. Utomo, Bandung , 2005, hlm. 1.

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan 
Eksploitasi (Kajian Kuantitatif, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.l.
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Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, 

dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

Hak atas kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam 

Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan 

mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar 

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the 

highest ofhealth and medical care attainable).

Hak atas perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi 

Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan 

dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak

1.

2.

pengungsi.

Hak atas tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam3.

Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non

formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan

fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam . 

Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam 

segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his 

views in all metters affecting that child).1

1 UNICEF, Guide to The Convention the Rights of the Child (CRC), dikutip dalam Muhammad Joni 
dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak., 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1999, hlm. 35.

on
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Krisis ekonomi yang hingga saat ini tak kunjung teratasi dengan baik, 

menyebabkan semakin banyaknya anak-anak bekeija pada pekerjaan yang tidak 

menyenangkan, yang tidak diatur dengan jelas, tidak terlindungi dan tidak formal. 

Bahkan banyak anak-anak yang terperangkap pada pekerjaan yang berbahaya atau 

istilah Internatinal Labour Organization (ILO) disebut dengan Bentuk-Bentuk

8Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) .

Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk 

untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan anak. Betapa saat ini anak 

menjadi objek yang paling mudah untuk di gunakan dan dijadikan sebagai ladang 

basah bagi jaringan yang tidak bertanggung jawab. Anak yang dijadikan objek untuk 

diperjual belikan, objek kekerasan, objek eksploitasi9 ekonomi dan seksual adalah hal

yang sudah biasa di lihat sekarang ini.

Kasus yang sempat menjadi fenomena di Indonesia adalah kasus pernikahan

di bawah umur yang dilakukan seorang kyai sekaligus seorang pengusaha yang

bernama Pujiono Cahyo Widianto yang akrab disebut syekh puji terhadap seorang 

anak yang berusia 12 tahun yang bernama Lutfiana Ulfa putri dari pasangan Suroso 

(35) dan Siti Hurairah (33), warga Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten 

Semarang.

Gusbar, Kemiskinan dan pekerja anak, www.spiict.org/2008/04/Q5/kemiskinan-dan-pekeria-anak/. 
diakses Tanggal 19 Januari 2009.

9 Berdasarkan buku saku yang disusun oleh Women’s Crisis Centre Palembang merumuskan 
mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan kepentingan dan keuntungan

I

http://www.spiict.org/2008/04/Q5/kemiskinan-dan-pekeria-anak/
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!
Syekh puji juga mengamanahi istri keduanya tersebut menjadi seorang 

General Manajer perusahaan yang dipimpinnya, PT Sinar Lendoh Terang (Silenter). 

Pernikahan di bawah umur tersebut telah menjadi kontroversial berbagi pihak. Pihak- 

pihak yang khusus menangani perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia ataupun Komisi Nasional Perlindungan Anak ikut bereaksi keras 

menentang pernikahan tersebut. Selain pernikahan di bawah umur, terdapat adanya 

indikasi eksploitasi, karena umurnya yang masih belia Lutfiana Ulfa telah diberikan 

kepercayaan untuk bekerja di perusahaan syekh puji.

Pada usia yang memasuki periode pubertas, Ulfa seharusnya tengah sibuk 

dengan pekerjaan rumah matematika, atau mengaji, atau bermain bersama teman- 

teman seusianya. Perkawinan pujiono dan Ulfa jelas telah melanggar ketentuan 

tersebut, karena telah terjadi perkawinan di bawah umur. Pelanggaran ini dianggap 

mendasar karena sang anak telah kehilangan haknya untuk bermain dan 

mengembangkan kreativitas sebagai anak; juga ketidaksiapan sang anak untuk 

berperan sebagai orang tua dan bukan sebagai anak lagi.10

Selain syekh puji, orang tua Ulfa pun juga termasuk melangggar hak dari 

sang anak, karena seharusnya orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia 

anak-anak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yakni:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

10 Tempo, Setelah Pujiono Ditahan, Edisi 23-29 Maret 2009, hlm. 24.

=
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b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

dan

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perkawinan pujiono dan Ulfa jelas telah melanggar ketentuan tersebut, 

karena telah terjadi perkawinan di bawah umur. Pelanggaran ini dianggap mendasar 

karena sang anak telah kehilangan haknya untuk bermain dan mengembangkan 

kreativitas sebagai anak; juga ketidaksiapan sang anak untuk berperan sebagai orang 

tua dan bukan sebagai anak lagi.11

Muhammad Joni dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan 

kekecewaannya terhadap pemerintah yang kurang memperhatikan perlindungan anak. 

Faktanya, anak-anak cenderung dijadikan objek eksploitasi dalam segala hal.

misalnya eksploitasi anak jalanan, perdagangan anak, seksual, termasuk eksploitasi

bintang cilik. Khusus masalah bintang cilik, menurut Muhammad Joni, para penyalur 

bakat yang saat ini mulai dikategorikan dapat melakukan eksploitasi anak bila 

melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku.12

Perlindungan itu mencakup antara lain jam kerja anak-anak yang melebihi dari 

tiga jam, anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi 

dengan teman sebaya dan tidak ada izin dari orang tua. Ditegaskan pula, meskipun 

anak-anak menikmati eksploitasi pada dirinya, tapi tetap harus mengacu pada

11 Ibid, hlm. 24-25.
12KARTINI, “Eksploitasi Bintang Cilik Ajang Mengkomersialkan Anak", No. 2118 Edisi 22 Juli s/d 5 
Agustus 2004, hlm.38.

I
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.13

Menurut Muhammad Joni, jam kerja panjang, kontrak keija tidak 

memperbolehkan anak sekolah bila ada pekerjaan dan adanya suasana tidak nyaman 

dalam pekerjaan, dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak. Bahkan pornografi 

dan pomoaksi anak juga dapat dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap anak. Oleh 

karena itu, kontrak keija yang dikeluarkan oleh industri hiburan harus disesuaikan

dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana di dalamnya

tersirat perlindungan anak. Jadi yang harus disiapkan adalah isi perjanjian keija itu

harus berbeda dengan perjanjian kerja pada artis dewasa. Tujuannya, eksploitasi

terhadap artis sedini mungkin dapat dicegah dan industri hiburan tidak terjebak dalam 

eksploitasi anak.14

Di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak merumuskan” Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 

wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi;

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. Penelantaran;

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

13 Ibid. 
14Ibid.
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e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya.”

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak merumuskan: ”Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 

pemberatan hukuman.”.

Bila dilhat dari 2 (dua) rumusan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

anak berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan,penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya dan 

apabila orang tua, wali atau pengasuh anak tidak melakukan perlindungan tersebut 

maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Namun berapa tahun hukuman yang 

akan ditambah atau apa bentuk dari pemberatan hukum yang akan dijatuhkan tidak

dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

Selain dari pertanggungjawaban orang tua, wali, atau pihak lain manapun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka masyarakat dan negara juga 

mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Kewajiban negara untuk 

menjamin dan melindungi hak-hak anak telah diatur didalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam perlindungan dari tindak kekerasan, 

diskriminasi dan hak-hak sipil serta kebebasan anak. Karena dari sisi kehidupan
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berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita - cita 

bangsa dan aset negara yang sangat bernilai.15 Hal ini dapat dilihat dalam Konvensi 

Hak-hak Anak, beberapa diantaranya adalah Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak-hak

Anak, yaitu :

“Pihak Negara harus selayaknya mengambil langkah untuk menjamin bahwa 
anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman terhadap 
dasar status, aktivitas, pendapat yang dikeluarkan, atau kepercayaan 
orangtua anak, perwalian legal atau sah, atau anggota keluarga.”

Selain Pasal 2 ayat (2), didalam Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak juga 

mewajibkan kepada setiap negara untuk menjamin kelangsungan hak hidup dan 

berkembang anak.16 Negara juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik 

mental maupun fisik, bahaya, perlakuan penyia-nyiaan, penganiayaan atau eksploitasi 

selama dalam perawatan orang tua, perwalian sah atau orang lain yang merawat anak,

didalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak merumuskan :

“Pihak Negara harus semua mengambil langkah-langkah pendidikan dan 
sosial,admistratif dan legislatif yang tepat untuk melindungi anak dari segala 
bentuk kekerasan mental atau fisik, bahaya atau penyiksaan, perlakuan 
penyia-nyiaan, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyiksaan seksual, 
selama dalam perawatan orangtua, perwalian sah atau orang lain yang 
merawat anak.”

Admin, Telepon Sahabat Anak [Artikel Departemen Komunikasi dan Informatika RI], 
www.blogs.depkominfo.go.id/Artikel. diakses Tanggal 19 Januari 2009.
16 Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak merumuskan:

1) Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
2) Negara-negera peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan 

pengembangan anak

http://www.blogs.depkominfo.go.id/Artikel
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Berdasarkan sifat alaminya, negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi 

dan mensejahterakan warga negaranya (dalam arti luas).17 Hal ini sejalan dengan teori 

asal usul terbentuknya negara, di mana pada hakikatnya masyarakatlah yang memberi 

mandat kepada pemimpinya untuk menjalankan pemerintahan dan mnegadakan 

pengaturan kepada masyarakatnya. Hal yang sama tercermin dalam pemerintahan

untukIndonesia. Salah satu konkretisasi dari tanggung jawab pemerintah

memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah

pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk

kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin 

••18dialami. Karena tanpa hukum yang mengatur perlindungan yang diberikan negara 

kepada anak tidak akan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membahas dan

menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM

PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

" Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, dikutip dalam Dikdik M. Arief;$Bnsur 
Ehsatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafmdo PersaijA,'Jakarta 2007Jsj j C, M /i
'*/*/</. hlm. 2-3. /j
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang 

dibahas yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak?

2. Hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam kegiatan perlindungan

hukum terhadap anak korban eksploitasi tersebut?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya mengenai

perlindungan hukum pidana terhadap eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hambatan-hambatan yang

dijumpai dalam kegiatan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi kegiatan perlindungan 

hukum terhadap anak korban eksploitasi tersebut.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 

hukum secara umum dan hukum pidana terutama tentang hukum perlindungan anak

pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan masukan bagi aparat 

penegak hukum dan masyarakat atau terhadap orang-orang yang mempunyai

perhatian khusus terhadap perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris atau

penelitian lapangan, dimana penulis langsung ke lapangan guna mendapatkan data-

data primer guna dianalisis dan digunakan dalam menyusun pembahasan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (Field 

Research) yang digunakan untuk memperoleh data, keterangan atau informasi 

langsung dari responden yang bersangkutan mengenai perlindungan anak. Adapun 

responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu penentuan
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berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannyaresponden yang

dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan perlindungan anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

(Library Research), Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori 

hukum atau doktrin hukum serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan dengan mempelajari bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi 

yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu data sekunder yang mengikat seperti: 

a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c.) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan

yaitu mengenai Perlindungan Anak. Seperti : Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 20
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Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning 

Minimum Age for Admission to Employement (Konvensi ILO mengenai Usia 

Minimum untuk Diperbolehkan Bekeija), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan 

Tindakan Segera Pengahpusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk 

Anak (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000), Keputusan Presiden No. 36 

Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child 

(Konvensi tentang Hak-hak Anak),Keputusan Gubernur No.

67/KPTS/11/2007.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti penjelasan Undang-Undang, hasil karya

kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk

serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar 

Palembang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Selatan 

dan Pengadilan Negeri Palembang.



15

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi data penelitian ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(UPPA) Kepolisian Kota Besar (Poltabes), Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Daerah (KPAID) Propinsi Sumatera Selatan. Sementara sebagai sampel dalam 

penelitian ini ditentukan secara puposive sampling dalam arti informan sebagai 

sampel ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam skripsi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

a. 1 Orang Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(UPPA) Kepolisian Kota 

Besar Palembang;

b. 1 Orang Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Kota Besar

Palembang;

c. 1 Orang Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Provinsi Sumatera Selatan;

d. 1 Orang Ketua Pokja II Pengaduan, Fasilitas dan Pelayanan Komisi Perlindungan

Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara 

pengumpulan data, yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder. 

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan
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studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta

literatur yang terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan maksud untuk untuk memperoleh data

primer. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah melalui

wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai

permasalahan.

6. Analisis Data

Data yang didapat dianalisis secara Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas dan sistematis dengan 

metode deduktif ditarik suatu kesimpulan.
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